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BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR12TAHUN2018

TENTANG

TAHUN2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH (RKPD) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan daerah
yang transparan, respansif, efisien, efektif, akuntabel,
partisipatif, teru1rur, berkeadilan dan berkelanjutan guna
terselenggaranya tata kelala pemerintahan yang baik, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Majalengka Namar 8 Tahun
2017 tentang Rencana KeIja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten MajalengkaTahun 2018;

b. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang
Namar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Namar 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Namar 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat
diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau
penyesuaian terhadap keadaan kebijakan yang ditetapkan
aleh Pemerintah Pusat;

c. bahwa dalam peIjalanan Tahun Anggaran 2018 terdapat
perubahan-perubahan asumsi kerangka ekanami daerah
dan kerangka pendanaan yang berdampak terhadap
program dan kegiatan pembangunan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Majalengka Namar 8 Tahun 2017 tentang
Rencana KeIja Pemerlntah Daerah (RKPD) Kabupaten
MajalengkaTahun 2018.
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4725);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Undang-Undang 3
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana teIah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
PengeIoIaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan PenyeIenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban KepaIa Daerah Kepada Dewan
PerwakiIan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
PenyeIenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman EvaIuasi PenyeIenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor.
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, PengendaIian dan
EvaIuasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah NasionaI (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4725);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5103);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
NasionaI (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor3);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

19. Peraturan Presiden 4
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19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79
Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 184);

20. Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah beberapakaIi diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri DaIam Negeri Nomor 21 Tahun 201 I tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri DaIam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
EvaIuasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaIuasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana KeIja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan SosiaI
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DaIam
NegeriNomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan SosiaI Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor541);

23. Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 32 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Rencana KeIja
Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor718);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor
8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor45);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor64);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor
21);

27. Peraturan Gubemur 5
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27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tabun 2014
tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Rencana
KeIja Pemerintab Daerab Jawa Barat Online 210 1 (Lembar
Daerab Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor52 Sen E);

28. Peraturan Daerah Kabupaten MajalengkaNomor 12Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD)Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008
Nomor2);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten MajalengkaTahun 2011 Nomor 11);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun
2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
MajalengkaTabun 2012 Nomor3);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten MajalengkaTahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 8 TAHUN
2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATENMAJALENGKA TAHUN 2018.

Pasall

Rencana KeIja Pemerintab Daerab Perubahan (RKPD-P) Kabupaten
Majalengka Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.

Pasa12

Rencana KeIja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten
Majalengka Tahun 2018 adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan
Pembangunan Tahunan Daerah di Kabupaten Majalengkauntuk Tahun 2018,
dengan tujuan agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara berdaya
guna dan berhasil guna.

Pasal3

Organisasi Perangkat Daerah (OPD)di Lingkungan Pemenntah Kabupaten
Majalengka, agar menggunakan Rencana KeIja Pemerintah Daerah Perubahan
(RKPD-P)Kabupaten MajalengkaTahun 2018 sebagai acuan dalam menyusun
rencana perubahan berbagai program dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Pasal4 6
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Pasal4

Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana KeIja
Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P)Kabupaten Majalengka Tahun 2018
pada pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah.

PasalS

Dalam mewujudkan mekanisme pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan
berkesinambungan, maka kegiatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
gerak langkah dalam pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan
pengawasannya perlu lebih ditingkatkan.

Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal24 Juli 2018

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 24 Juli 2018

SEKRETARlSDAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,..•

-
BERlTADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2018 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALABAGIANHUKUM
SETDAKABUPATENMAJALENGKA,

-.....::::::::::_-:::tl: .
GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 OQ3
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